








IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024 ini
menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan
Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam mencapai sasaran dan target
kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu
kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024
menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan
sebagai berikut:

1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis;
2) Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, Damai, Jujur dan Adil;
3) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari—hari, Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan telah menjalin kemitraan dengan Dinas/Instansi dan lembaga—
lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih.

Secara umum seluruh sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun
2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan yang
bersumber dari dana APBN ini digunakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2024,

Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan mendapat DIPA
sebesar Rp 32.641.558.000,-, (Tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh satu
juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Nomor: SP DIPA-
076.01.2.658923/2024.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU Kota Tarakan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota
Tarakan dalam menjalankan fungsi dan pencapaian kinerjanya memperoleh biaya
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu sebagai
lembaga yang menggunakan anggaran negara serta dalam rangka menjalankan
komitmen KPU untuk menjadi lembaga yang transparan, maka KPU Kota Tarakan
berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahunnya sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta sebagai
umpan balik untuk perbaikan kinerja KPU Kota Tarakan pada tahun mendatang.

B. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Tarakan Tahun
2024 disusun dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis
pelaksanaan program kegiatan berdasarkan indikator-indikator tujuan, sasaran
atau target, efektivitas dan efisiensi daya serap anggaran dalam rangka
mempercepat terwujudnya Akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari
pengembangan good governance.
2. Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Tarakan Tahun
2024 ini bertujuan untuk:
a. Memberikan informasi yang tepat mengenai Akuntabilitas kinerja KPU Kota
Tarakan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan program-program kegiatan.
b. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanaan program-program
kegiatan agar semakin bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran,
target dan tujuan yang ditetapkan.




¢. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber
daya sehingga program-program kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.

d. Melaksanakan analisis pelaksanaan program-program kegiatan sesuai
dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun output, outcome
dan impact bagi kehidupan masyarakat.

e. Mempercepat terwujudnya good governance sebagai prasyarat pelaksanaan
program-program kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang
demokratis, transparan dan pelayanan prima.

C. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban KPU Kota Tarakan

Tugas KPU Kota Tarakan berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum meliputi :

. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran,

. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK~
PPS, dan KPPS dalatn wilayah kerjanya;

. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

. melakukan dan mengumumkan rekapituiasi hasil penghitungan suara Pemilu
anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota
DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawasiu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan
alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang
bersangkutan dan membuat berita acaranya;

i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

Bawaslu Kabupaten/Kota;



j.

k.

menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

melakukan evaluasi dan membuat [aporan setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Wewenang KPU Kota Tarakan berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

a.
b.
c.

menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota
DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK
dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,
putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan
peraturan perundangundangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kota Tarakan berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

b
C.
d

melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;
menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;



. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan iembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman
yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada
Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota
kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di
kabupaten/kota;

. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. melaksanakan putusan DKPP; dan

. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau
peraturan perundang- undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang Undang No.

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang

Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Tarakan meliputi :

a. merencanakan program dan anggaran;

b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan

KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman
dari KPU dan/atau KPU Provinsi,



. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan

Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;

. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU

dan/atau KPU Provinsi;

. menerima daftar pemilin dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Walikota;

. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan

dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyai, Dewan Perwakilan
Daerah, dan DPRD;

2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;

i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenunhi persyaratan:

. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan
Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
seluruh  PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan
suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwasiu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

.menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;

. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui
Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

. menindakianjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas
temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
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. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan
berdasarkan rekomendasi Panwasiu Kabupaten/Kota dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan
dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Walikota,

. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU  Provinsi,

Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kota Tarakan dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

a.

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemitihan Bupati dan Walikota
dengan tepat waktu;

. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan

setara;
menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota
kepada masyarakat;

. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada
KPU melalui KPU Provinsi;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;,
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h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU
Provinsiserta  menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota
kepada peserta Pemilihan paling tama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di
Kabupaten/Kota;

k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan

|. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU Kota Tarakan dibantu
oleh Sekretariat KPU Kota Tarakan. Sekretariat KPU Kota Tarakan dipimpin oleh
Sekretaris KPU Kota Tarakan yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota
Tarakan. Sesuai dengan Pasal 88 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017,
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif;

¢. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
Pemiiu;

d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota
DPR, DPD, Presiden dan Waki! Presiden, serta DPRD;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota;

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan pertengkapan Penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU,;
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b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud
pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi
keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kota Tarakan terdiri dari:

1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat;

3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;

4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan

5. Kelompok JF.

D. KELEMBAGAAN
1. Struktur Organisasi
Sumber daya manusia di KPU Kota Tarakan terbagi menjadi dua
komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kota Tarakan dan komponen
pegawai sekretariat KPU Kota Tarakan. Anggota KPU Kota Tarakan memiliki
masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan
sumpah jabatan.

a. Anggota KPU Kota Tarakan
Anggota KPU Kota Tarakan merupakan pimpinan di KPU Kota
Tarakan di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kota Tarakan
menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-
masing divisinya. Anggota KPU Kota Tarakan sangat strategis dalam
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BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap permyataan
Kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran Kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan yang kinerja serta ailternatif solusi

peningkatan/ penurunan yang telah dilakukan;,

3. Analisis perbandingan anggaran realisasi kinerja dengan realisasi.

B. Realisasi Anggaran
Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang diragukan yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
fangkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasiuntuk
meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN:

Perjanjian kinerja

Lain-lain yang dianggap periu

16



BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sama dengan visi yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu “Menjadi
Penyelenggara Pemllihan Umum yang mandiri, Professional, dan
berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”. Visi
tersebut memberi gambaran bahwa KPU Kota Tarakan mempunyai komitmen
yang kuat dengan mekanisme kerja berdasar asas penyelenggara pemilu yang
berintegritas, profesional, dan mandiri untuk tercapainya penyelenggaraan pemilu
yang Langsung Umum, Jujur dan Adil.

Permyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU
Kota Tarakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilhan Umum untuk meyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil,
transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang
efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas
tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kota Tarakan sebagai
lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping itu, KPU Kota Tarakan juga berkomitmen penuh untuk ikut
mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di
Kota Tarakan, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi
KPU Kota Tarakan dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang
disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya
manusia penyelenggara Pemilu.

Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kota Tarakan memperkuat brand
image organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas,
professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan
Umum yang lebih baik dan berkelanjutan di Kota Tarakan.
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B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

i

iii.

iv.

Vi

vii.

Adapun misi KPU Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

Membangun SDM vyang Kompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang profesional;

Menyusun dan melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan
kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku
kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

Memperkuat Kedudukan Organisasi dan Ketatanegaraan;

Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik
penyelenggara Pemilu;

Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, serta aksesabel.

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan

yang hendak dicapai adalah:

a.

Terwujudnya lembaga KPU Kota Tarakan yang memiliki integritas,
kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kota Tarakan yang aman dan
berkualitas;

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kota Tarakan
dalam pelaksanaan demokrasi

Tercapainya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada yang tinggi;
Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kota Tarakan yang efektif dan
efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
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Suara Pemilu

Persentase KPU Kota 90% 96,85% 107,61% 100%
Tarakan dalam
program
pemutakhirkan data
pemilih yang
berkualitas

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 6 indikator
tersebut sebesar 105,13%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis telah
terlaksana dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 6 indikator untuk
realisasi anggaran sebesar 99,93% yang artinya baik sekali.

a. Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang
berlaku

Indikator ini diukur dengan membandingkan KPU Kota Tarakan
melaksanakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan pada tahun 2024
dengan jumlah tahapan Pemilu/Pilkada.

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa
realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Persentase KPU Kota yang
menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku”
adalah sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti
KPU Kota Tarakan telah berhasil menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai
jadwal dan ketentuan yang berlaku di Kota Tarakan secara tepat waktu. Berikut
penjelasan masing-masing tahapan :

A. PENDAFTARAN PEMILIH

Pelaksanaan pendaftaran pemilih berlangsung sesuai dengan jadwal

tahapan, berikut pelaksanaan pemutakhiran data pemilih :

a. Pantarlih direkrut secara tepat waktu, dibuktikan dengan SK
pembentukan pantarlih. Jumlah pantariih yang direkrut yaitu 628
pantarlih untuk Pilkada;

b. Peraturan serta petunjuk teknis pemutakhiran data pemilih dapat
dipahami dengan baik dan dapat dilaksanakan secara utuh, yaitu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)} 7 Tahun 2022 yang telah
diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih
serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
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Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri untuk Pemilu dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7 Tahun 2024 untuk Pilkada;
c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
ditetapkan sesuai jadwal. Seluruh masukan dan tanggapan masyarakat

diakomodir jika bukti dukungnya (bukti autentik) lengkap;

B. PENDAFTARAN PASANGAN CALON
Pelaksanaan pendaftaran pasangan calon berlangsung sesuai

dengan jadwal tahapan. Sampai hari terakhir pendaftaran pasangan calon,

hanya ada 1 paslon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi

Pilkada Tarakan Tahun 2024. KPU Kota Tarakan membuka perpanjangan

waktu pendaftaran, akan tetapi sampai hari terakhir perpanjangan

pendaftaran tidak ada yang mendaftarkan diri lagi. Tahapan selanjutnya

mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, tanggapan masyarakat

sampai penetapan calon terilaksana sesuai jadwal tahapan.
C. KAMPANYE PEMILU/PILKADA
Pelaksanaan Kampanye Pemilu/Pilkada di Kota Tarakan teriaksana

sesuai jadwal tahapan. Namun terdapat beberapa permasalahan yang ditemui

namun juga memiliki solusi yang baik, sebagai berikut :

¢ Permasalahan :

Pemasangan APK oleh Peserta Pemilu/Pilkada masih tidak
tertib

Kesulitan dalam penentuan lokasi APK dan perijinan Lokasi
APK milik instansi terkait/perseorangan.

Ada beberapa indikasi money politik

Ada Partai Politik yang tidak melakukan pembukaan RKDK
dan menyerahkan LADK dan LPPDK

Aplikasi Sikadeka belum siap, dan tidak dilakukan bimtek
maksimal kepada KPU Kabupaten/kota.

o Solusi:

Aturan  kampanye lebih  didetailkan lagi dengan
menerjemahkan batasan lokasi yang tidak dapat dilakukan
pemasangan APK
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Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota, Instansi

Terkait dan Masyarakat pemilik lahan.

Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk jangan
percaya dengan parpol dan calon yang melakukan money
politik

Koordinasi dengan Admin Sikadeka KPU Provinsi, mengikuti
grup Helpdesk Sikadeka KPU RI.

D. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pelaksanaan Pemugutan dan Penghitungan Suara terlaksana sesuai

jadwal tahapan. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui namun juga

memiliki solusi yang baik, sebagai berikut :

¢ Permasalahan :

Regulasi/PKPU dan juknis yang turun sangat mepet

Pelayanan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap
perbedaan perlakuan di tiap TPS kepada pemilih Daftar Pemilih
Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih
Khusus (DPK).

Salah pencatatan pemilih sesuai jenisnya (DPK dengan dokumen
yang tidak sesuai).

Masyarakat kurang memahami regulasi terkait penggunaan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) di TPS.

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terkendala pada
perangkat yang tidak support, tergantung pada pencahayaan dan
fokus perangkat saat mengambil data.

Kurangnya wakiu pelaksanaan bimtek kepada penyelenggara
(KPPS).

e Solusi:

Mekanisme/metode bimtek perlu dilakukan perbaikan dan
tambahan waktu untuk dilakukan pendalaman bimtek (efektif, efisien
dan tepat sasaran).

Aplikasi Sirekap sudah siap sebelum digunakan sehingga tidak perlu
sering dilakukan update, fitur-fiturnya dibuat lebih simpel dan mobile
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1. Formuta Perhitungan Tingkat Partisipas! Kehadiran Pemiih Pemilihan Serentak Tahun 2024

Partsipas: Jumiah Pengguna Hak Pillh (DPT+DPTb+DPK)
Kehadan = X 100%
Pemiih Jumish Pemilin dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) + Jumiah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)

A Tabel Tingkat Partisipasi Pemiih Pada Pemilihan dan Wakil Gubsmur Tahun 2024
Data Pemilih DPT Pengguna Hak Pilih Tingkat Parusipasi (%)
o ¥ery L P Jumiah L Ll oo L 3 Tom | Susen | RS
L P Jumian L P Jurmiah L P Jurmiah
1 T""" 88657 84305 172062 48089 5505 104,020 246 33 560 798 ee4| 1482) 5591% | 6596% | 6081% 85729 10342
E_Tabel Tingkal Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
Data Pemilih DPT Pengguna Hak Pilih Tingkat Partisipasi (%)
No Kota DPT DPTb DPK Suara Sah
- ¢ L P Jumiah L P Jumiah 1 3 L P Total Tidak Sah
1 r:::.n 886857| 84305| 172062 48909| S5047| 103.956 197 256 453 798 684 1482 5579% | 6580% | 60.70% 102.991 2.800

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi
kinerja untuk indikator kinerja “Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada” adalah
sebesar 78,96% sehingga capaian kinerja mencapai 92,89%. Hal ini berarti KPU
Kota Tarakan telah berhasil Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam
Pemilu/Pilkada di Kota Tarakan.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada pada
tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun
2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 serta target KPU Rl adalah :

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis
Strategis
IK.1.2 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada
Renst T t KPU
Realisasi 2022-2023 2024 R | e
2025-2029 RI
- . Target
2022 2023 Target Realisasi %Capaian —— Target 2024
- - 85% 78,96% 92,89% - 77,5%

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada
adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak
suaranya, namun KPU Kota Tarakan telah melakukan upaya-upaya untuk
peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu/Pilkada 2024, antara lain
sebagai berikut:

1. KPU Kota Tarakan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka
meningkatan partispasi pemilih pemula berpartisipasi pada Pemilu/Pilkada
2024 atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring
dengan bekerjasama dengan kampus, sekolah dan radio, seperti :

a. KPU goes to school/lcampus/pesantren
b. Dialog interaktif




¢. Audiensikunjungan belajar
d. Kegiatan kreatif yang melibatkan pemilih pemula,dll

2. Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti :
a. Pengenalan Tahapan Pemilu/Pilkada

Pemilih dan pendaftaran dalam DPT

Hari pemungutan suara

Perserta Pemilu

Jumlah kursi dan daerah pemilihan

Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu/Pilkada

Menangkal berita bohong hoaks

@ ~ o o o0 ©

Ajakan untuk memilih

—-

Informasi kepemiluan lainnya

¢. Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada

Pemilu/Pilkada tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses
tidaknya proses Pemilu/Pilkada bahkan sering diukur berdasarkan tinggi
rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan.
Anggapan ini sesungguhnya tidak salah mengingat keterlibatan publik,
menghasilakan para pemimpin duduk di legislatif dan eksekutif. Semakin tinggi
partisipasi maka semakin kuat dukungan yang dimiliki Dan berbicara
mengenai keterlibatan publik, ada berbagai macam kelompok di masyarakat
yang punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah stunya pemilih yang
berasal dari kelompok disabilitas.

Pada saat pelaksanaan Pemilu/pilkada, penyandang disabilitas juga
mendapatkan hak yang sama. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilin
disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
lokasinya mudah dijangkau dan yang mempunya halangan fisik lainnya pada
saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas
permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan
suara wajib merahasiakan pilihannya.

KPU Kota Tarakan telah meksanakan Pemungutan dan Penghitungan
Suara untuk Pemilu dan Pilkada, namun jika dilihat dari target Partisipasi
Pemilih Disabilitas yang ditetapkan, capaian realisasi dibawah target. Berikut
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Data Partispasi Kehadiran Pemilih Disabilitas pada Pemilu dan Pilkada 2024
Tingkat Kota Tarakan.
Pemilihan Umum Tahun 2024

it

2.

No | DPT Disabilitas | Jumlah Pemilih Disabiltas yang | Tingkat Partisipasi
menggunakan hak pilih Disabilitas (%)
1 714 563 78,85%

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024

B. Tabel Tingkat Partisipasi Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Data DPT Disabilitas Data Pemilih Disabilitas
No Kota Jumiah seluruh Pemilih Disabiitas | | ngkat Partisipasi Disabilitas (%)
L I Jumlah yang menggunakan hak pilih
L P Jumlah L P Jumlah
Kota
1 Furakan 322 325 647 158 235 393 49.07% 72,31% 60,74%

F. Tabel Tingkat Partisipasi Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Data DPT Disabilitas

Data Pemilih Disabilitas

L SR &
No Kota Jumiah seluruh Pemilih Disabilitas | | "okat Partisipasi Disabilitas (%)
L P Jumlah yang menggunakan hak pilih
L P Jumiah L P Jumilah
1 ;So‘la 322 325 647 158 235 393 49,07% 72,31% 60,74%
arakan

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa

realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam

Pemilu/Pilkada” adalah sebesar 78,85% sehingga capaian kinerja mencapai
92,76%. Hal ini berarti KPU Kota Tarakan telah berhasil Meningkatkan
Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada di Kota Tarakan.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada
pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di
tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 serta Target KPU Rl adalah :

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis
Strategis
IK.1.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada
o Renstra Target KPU
Realisasi 2022-2023 2024
2025-2029 RI
2022 2023 Target Realisasi %Capaian Target 2025 | Target 2024
- - 85% 78,85% 92,76% - 77%
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Sasaran

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada

Strategis
IK.3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B
Renstra
Realisasi 2022-2023 2024
2025-2029
2022 2023 Target Realisast %Capaian | Target 2025
- - B BB 100,28% B

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel diatas

masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan antara lain :

a. Perencanaan Kinerja

1)

2)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART,;
Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan

Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

Pengukuran Kinerja

Pengumpuian data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum
memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);

Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam
mencapai kinerja;

Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam
mencapai kinerja.

Pelaporan Kinerja

Belum melampirkan laporan hasil reviu Laporan Kinerja;

Laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja
dengan target jangka menengah;

Laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja
dengan reaslisasi kinetja tahun-tahun sebelumnya,

Laporan kinetja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja
dangan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark
Kinerja);

Belum melampirkan bukti bahwa infomasi dalam laporan kinerja selalu
mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Kinerja




1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan oleh SDM yang belum
pernah mengikuti pelatihan Evaluasi AKIP;

2) Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 belum ditindaklanjuti pada tahun
yang bersangkutan, sehingga tidak ada perbaikan dilakukan dalam
penyusunan SAKIP tahun 2023.

Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan KPU Kota Tarakan Tahun 2023 yang disampaikan Inspektorat KPU

RI, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, terdapat

beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

Perencanaan Kinerja

1) Melakukan perbaikan atas IKU (Indikator Kinerja Utama) yang belum
memenuhi kriteria SMART,;

2) Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja
yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam
mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

Pengukuran Kinerja

1) Dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar
dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);

2) Pengukuran kinerja agar dapat digunakan dalam mempengaruhi
penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.

Pelaporan Kinerja

1) Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja;

2) Membuat Laporan Kinerja yang mencantumkan perbandingan realisasi
kinerja selama 2/3 tahun sebelumnya berturut;

3) Membuat Laporan Kinerja yang menyajikan informasi perbandingan
realisasi kinerja dengan target jangka menengah;

4) Membuat Laporan Kinerja yang membandingkan capaian kinerja dengan
target pusat, misal persentase tingkat partisipasi pemilih kab/kota
berbanding dengan persentase tingkat partisipasi pemilih tingkat nasionai;

5) Informasi dalam laporan kinerja jarus selalu mempengaruhi perubahan
budaya kinerja organisasi.

Evaluasi Kinerja

1) Menugaskan pegawai pada KPU Kota Tarakan agar dapat mengikuti diklat
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
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Perbandingan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 -2023
dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU
Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada
Strategis
IK.3.3 Indeks Reformasi Birokrasi
Renstra
Realisasi 2022-2023 2024
2025-2029
2022 2023 Target Realisasi %Capaian | Target 2025
- - 80 - - 80

Hasil Evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2024
sampai bulan Desember 2024 belum ada. Berbagai upaya yang telah
dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kota
Tarakan sepanjang tahun 2024, diantaranya:

1) Sosialisasi program dan issue strategic Reformasi Birokrasi termasuk
didalamnya Road Map Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi
dilakukan tatap muka sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung
ditujukan kepada seluruh pegawai;

2) Mengikuti Road Map Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi
dilakukan secara daring sebagai sarana penyebaran informasi yang
langsung ditujukan kepada seluruh pegawai;

3) Melaksanakan evaluasi internal reformasi birokrasi tahun 2024 untuk
memastikan road map dan rencana aksi RB berisi Solusi dalam pemecahan
masalah.

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi,
yaitu adanya perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan
mekanisme evaluasi reformasi birokrasi menyebabkan KPU Kota Tarakan
membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

4. Nilai Keterbukaan informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan visi KPU Kota Tarakan sebagai
penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegrasi

48







C. Analisis Akuntabilitas Keuangan
Pada Tahun 2024, DIPA Bagian Anggaran KPU Kota Tarakan yang
dialokasikan untuk membiayai 2 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen
Dengan anggaran sejumtah Rp 32.641.558.000,-, (Tiga puluh dua miliar enam
ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Pada akhir
Tahun dapat merealisasikan anggaran sejumlah Rp. 32.592.303.673,- (Tiga puluh
dua miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tujuh
puluh tiga rupiah) atau mencapai persentase daya serap sebesar 99,85%.
Pencapaian daya serap ini sangat baik dan KPU Kota Tarakan dapat
melaksanakan seluruh kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan
bukan semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan
pelaksanaan program kegiatan sangat bergantung pada komitmen dan
kemampuan pegawai dalam merealisasikan program-program kegiatan yang
telah direncanakan. Selain itu juga perlu komitmen, kerja sama dan tekad yang
kuat dari lembaga-lembaga mitra dalam rangka mendukung program-program
kerja KPU Kota Tarakan sehingga menjadi febih baik dalam rangka memenuhi
kepentingan publik.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 0,15% dari total anggaran
belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan
akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah
ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai
berikut :
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BAB IV
PENUTUP

LAKIP KPU Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja
KPU Kota Tarakan dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam
menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Tarakan berpegangan pada
tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis
(Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tarakan Tahun 2024 menyajikan
berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kota
Tarakan pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin
dalam capaian target kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan
sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,
keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan,
dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat dan civil society.

Adapun langkah-langkah yang dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerjanya adalah:
* Meningkatkan SDM dengan lebih banyak melakukan pelatthan/bimbingan teknis
* Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
+ Dibangunnya gedung/kantor yang memadai
» Penetapan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan
+ Alokasi anggaran yang sesuai dan memadai
» Beban kerja pegawai yang proposional
Mengenai keberhasilan, hambatan, dan perbaikan di masa yang akan datang dapat
dilihat sebagai berikut :
A. Keberhasitan
Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :
1. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan rata-rata mencapai target
dengan capaian Sangat Baik;
2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai.
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B. Hambatan/Masalah
1.

Hambatan atau Masalah dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum adalah
Penyusun Anggaran yang sebelumnya penyusunan Top Down, namun pada
tahun 2024 sudah mulai berangsur ke Boftom Up yang dimana revisi
anggaran sudah dilimpahkan kewenangan ke Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) namun tidak adanya dasar atau aturan untuk menyeragamkan susunan
dan besaran anggaran pada lingkup KPU se-Indonesia untuk menjadi
Pedoman dalam menyusun anggaran yang mana program dan kegiatannya
sama dan telah diatur dalam regulasi sehingga tiap kabupaten/kota bahkan
provinsi berbeda-beda dalam menyusun besaran untuk tiap program dan
kegiatan tahapan pemilu yang berjalan ditahun 2024;

. Hambatan dalam pengelolaan Sarana IT KPU adalah kurangnya personel

yang kompeten di KPU Kota Tarakan terkait perbaikan perangkat IT;

. Hambatan Pembentukan Badan Adhoc adalah kurangnya minat masyarakat

untuk mendaftarkan diri sebagai KPPS;

. Hambatan dalam kegiatan persiapan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan kampanye pemilu adalah susahnya Panitia Pemilihan Kecamatan
mendapatkan izin penggunaan lahan untuk titik lokasi algaka;

. Hambatan Kegiatan pengeloiaan logistik, pengadaan, laporan dan

dokumentasi logistik adalah sefting, checking, dan packing terhambat karena
beberapa logistik terlambat tiba di Kota Tarakan,

. Hambatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah aplikasi

SIREKAP kurang stabil sehingga banyak KPPS yang terhambat dalam
penggunaannya;

. Hambatan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar

Pemilih adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terkait
administrasi kependudukannya ke penyelenggara agar dapat dimasukkan ke
Daftar.

. Upaya Perbaikan Di Masa Yang Akan Datang
1.

Perbaikan di lingkup KPU Kota Tarakan

- Perlunya Konsistensi alokasi dana dalam pelaksanaan kegiatan yang
tercantum dalam DIPA. Perlu adanya sarana dan prasarana untuk
mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda
reformasi birokrasi yang berkelanjutan;
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Mencoba mengidentifikasi permasalahan perangkat sehingga bisa

disimpulkan apa permasalahan dan solusinya;

Mencoba berkoordinasi ke Kelurahan untuk dapat merekomendasikan
warga yang bisa menjadi KPPS;

Menyurat langsung atas nama KPU Kota Tarakan ke pemilik lahan agar
dapat mendapatkan izin pemasangan algaka;

KPU Kota Tarakan melaksanakan setting dan checking sambil menunggu
sampul tiba agar bisa di packing;

Melakukan koordinasi secara berjenjang terkait pemasalahan SIREKAP;
Melakukan sosialisasi yang masif baik secara tatap muka maupun lewat
media sosial dan ikian.

Rekomendasi untuk KPU RI

Penyusunan RKA/KL dan Revisi Anggaran sebaiknya diseragamkan untuk
redaksi maupuan standar biaya ditentukan sesuai aturan agar tidak
menjadi perbandingan antar kabupaten atau kota karena berbeda.
Tahapan perencanaan khususnya terkait aturan/standar pelaksanaan,
perlu lebih dimatangkan sehingga meminimalisir terjadinya perubahan
kebijakan di tengah berlangsungnya tahapan. Kedepannya, KPU RI perlu
lebih mempertimbangkan proses yang akan dilakukan di tingkat
Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada kegiatan yang mengalami
keterlambatan.

Demikian dokumen LAKIP KPU Kota Tarakan Tahun 2024 ini disusun,
selanjutnya diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh penanggungjawab

kegiatan, pengelola keuangan, dan semua unsur yang berkepentingan agar dapat

semakin meningkatkan kinerjanya.
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